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Menimbang : a.bahwa dalam rangka 1mplemcntast,Program\ Pnoritas Nasional |

Penyederhanaan  Birokrasi, dl aﬂdang perlp ' melakukan
perubahan terhadap. Kc&q . suhqrf ot‘géh,idast, ‘tugas dan

fungsi serta tatafk(: t I?qu buﬁaten Jember;
b. bahwa Pc;‘ﬂtugan‘- pah No ?lL ahun 2021 tentang
ke,duﬂ Sudun r@mpsas '1"’ugas dan Fungsi serta Tata
i jal fls en bja Kabupaten Jember sudah tidak sesuai
BT ! éldr? dmtgt?-. “peraturan perundang-undangan, sehingga

/ ,lpcr ‘#‘Seﬁda-‘m

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

"huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

.~ Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja
T Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;

_Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);




4,

6.

s

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan l&mﬁran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041); oAty

Peraturan Presiden Nomor 87 Ta};un’,-léb 1/; tc‘ﬁ’tahg Peraturan |

Negara Republik Indofigsia 14/ Ne
L esiden Nomor 76 Tahun 2021

Pelaksanaan Undang-Undang Nom f;lﬁ ,"lﬁ |' un 12011 tentang

Pembentukan Peratur | { hdang-undang n__(Leémbaran
Indongsia aﬂ\%:wi% : bl\,kQé),/sebagaimana

telah diubah_dengan|Petaturan Presiden Nom

(Lembaren Negara Republik InHonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturam- Me; f:c:ﬁ ali iNéféér?ﬁomor 80 Tahun 2015 tentang
iy

" Felnbh

7 9.

| Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
déngan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Pérjturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
' Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

10-Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

11.

Menetapkan :

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546)

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN ,  SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER.




(1)

(2)

(3)

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

: 8
2.
3.

4.

1

1

Daerah adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Jember.

Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Jember.

Kerja Kabupaten Jember.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Baglan _pada Dmas

Tenaga Kerja Kabupaten Jember. e

. Jabatan Fungsional adalah sekelompok _}aba
fungsi dan tugas berkmtan derrgan '
yang berdasarkan pada k i

0. Pejabat Fungsmnal
Jabatan

s&
1. Umt Behﬁge:m e yaﬁgfselanjutnya disingkat
7 ' Kerja Kabupaten Jember.
be:!a UPTD pada Dinas Tenaga Kerja

yang berisi

b p

" tan Fungsmnal adalah Kelompok Jabatan
E‘u nal pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten
Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan di bidang
transmigrasi.

Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang
transmigrasi.

fungsional'r, il

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tenaga

.



(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan
transmigrasi;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang
tenaga kerja dan transmigrasi;

d. pelaksanaan administrasi daerah di bidang tenaga kerja
dan transmigrasi; dan

€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi B

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas: -
a. Kepala Dinas; e
b. Sekretariat, terdiri atas : T |

1. Sub Bagian Umum dan Kepgg&/wh?ﬁn / V,: I ' L =i
2. Sub Bagian Percncaqgggifq#ﬁ,ﬂél#;qdrin; d 2

S~
)

3. Kelompok Jabg}a:r' I wi”lafl\ IH \ %y *Il P
c. Bidang Penempatan Keria H@f.ﬁ*@;&éfﬂ'férasi, terdiri
dian Fungsional.) |~
| Pelatihan| Tentiga Kerja dan Perluasan
l, Ke id, 1/|§end&ﬁ/ atas Kelompok Jabatan
|
: ubs an Industrial, Syarat Kerja, dan Jaminan
sidl “Fenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan

)\

o)

foa ."\}'.,:F.J‘mfg'éiona.l.
L £~ UPTD;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB Il
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi




umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(1), Sekretariat mempunyai fungsi:

4. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan
dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan
dan Keuangan di lingkungan Dinas;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan
dan Keuangan di lingkungan Dinas

C. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan
dan Keuangan di Lingkungan Dinas;

d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan
barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;

dan ;
€. penyusunan laporan pertanggungjawaban  atas
pelaksanaan tugas. o
=]
Paragraf 1 = '\‘:i !
Sub Bagian Umum dan Kepe wﬁi“ | o
81177 R P
= i (o) [ |
. l' l i || . \ 5’ 1| . ’,-7/ .
Sub Bagian Umum d ;!&q aw \ seh a dimaksud
dalam Pg.gaiﬂ] vat (1) angka | L mempunyai tugas :
a. menyia } i| surat"yang meliputi penerimaan,

_’/f f;li 1 gl | _: i&n I’ . st oY) ’éia_n sumt;
-~ ;’ If)' menyi ﬂ.}’/' " penggandaan naskah dinas dan
1 ‘. ”

A i)é lola; arsipan Dinas;

(1 l\d(.‘vdlle iapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas,

=W ,ﬁer]alanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan

.-~ kebersihan lingkungan  Dinas  serta pelayanan
kerumahtanggaan lainnya;

d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

€. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis
jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;

f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

8 melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/
perlengkapan kantor;

h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/ barang milik daerah; dan

i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya; dan

j- menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.




Paragraf 2
Sub Bnglanl’eremmndanpehponn
Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai
tugas :

a.

o ;-‘ ".‘_ [ ﬁ | l]ﬁ:_

mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan
penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan
tahunan OPD;

melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
data informasi OPD;

mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada system
informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan L
dan laporan pertanggungjawaban OPD: sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku; T
mengkoordinasikan  penyusunan dan_ - pengumpulan
Petjanjian kinerja lingkup dinas: T |
menyiapkan bahan morﬂtoripg(q{?h}h#i Ifda,n‘ pengendalian

an -

menyusun laporan -per
tugas. =~

TR ) 11 27

@y \deanglj Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

/-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c,

Af,f,,'»-/lhempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis penempatan

. dan perlindungan tenaga kerja dan Pekerja Migran Indonesia,
penempatan transmigrasi serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
mempunyai fungsi:

a.

b.

perumusan kebijakan di bidang penempatan, perlindungan
tenaga kerja, Pekerja Migran Indonesia dan transmigrasi;
pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanan kebijakan di
bidang penempatan, perlindungan tenaga kerja, Pekerja
Migran Indonesia dan transmigrasi;

penyusunan norma, standart prosedur dan kriteria di
bidang penempatan, perlindungan tenaga kerja, Pekerja
Migran Indonesia dan transmigrasi;



d. penyusunan data dan informasi di bidang penempatan,
perlindungan tenaga kerja, Pekerja Migran Indonesia dan
transmigrasi;

€. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang
penempatan, perlindungan tenaga kerja, Pekerja Migran
Indonesia dan transmigrasi;

f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang penempatan, perlindungan tenaga
kerja, Pekerja Migran Indonesia dan transmigrasi; dan

8. Ppenyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja
Pasal 8
(1) Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dar Perluasan
Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksqd,d ) }'asal 3 ayat _
(1) huruf d, mempunyai tugas pel]yuSu!nanfl@bquan teknis, -
dan pengkoordinasian pelalk anaan | ]Bhtiang | fPembingrr;'”

Pelatihan Tenaga Kcrjg,digﬁ:i’é} s Kesemp: tan Kerja serta
tugas lain yang diberikan Q“ILIE Dinas.\ /.~
(2) Untuk melaksaniake aqﬁg ' i _' 12 dimaksud pada ayat
(1), Bidang ]P:gnnm; e tfh n Tenaga Kerja dan Perluasan
/Kfsengp&t'a',rrﬁqrjg, mempunyai fungsi:

E‘:rp' fn‘ kebijakari di Bidang Pembinaan, Pelatihan
Tenaga éﬁ(jaid‘éiﬁ Perluasan Kesempatan Kerja;

-

T A
! \.Ef /Peladksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanan
! 1__kebijakan di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja

“~ “dan Perluasan Kesempatan Kerja;

C. penyusunan norma, standard prosedur dan kriteria di
- Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja bagi tenaga kerja lokal;

d. penyusunan data dan informasi di Bidang Pembinaan,
Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
bagi tenaga kerja lokal;

€. pemberian bimbingan teknis dan supervise di Bidang
Pembinaan, Pelathhan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja bagi tenaga kerja lokal;

f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi tenaga kerja lokal;
dan

g penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

L)



Bagian Keempat
Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja
dan Jamsostek
Pasal 9

(1) Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek

(2)

[R]
e
| et

!

[ g
o

(1)
(2)

3)
(@)

)

~

\

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e,
mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pembinaan
dan pengkoordinasian Bidang Hubungan Industrial, Syarat
Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di Bidang Hubungan Industrial,

Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanan kebija.k_m___,...'

di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan;lan’nﬁan
Sosial Tenaga Kerja; e
€. penyusunan norma, standard prosedur dan kriteria di

Bidang Hubungan Industrial,/%t"a}{éﬁgi Idfm Jaminan e .
,,/_ = | st

Sosial Tenaga Kerja; =71/ / | 4 Y ' e
d. penyusunan data_dan informas /di \Bidang Hubungan
Industrial, Syarat Kerfja d gnhh&oﬁgjfl‘ aga Kerja;

| sdpervise di Bidang

efja dan Jaminan Sosial
| |Tengga Kerjey || | | L
|| ge tau en alisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
1 | kebi an di-Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan
-/ Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

+
{

O
- \&--penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

BAB IV
UPTD
Pasal 10

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas
dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

s
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BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang — undangan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1), huruf b angka 3, huruf ¢, huruf d, huruf e,
terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan  bidang
keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi
pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup - bidang
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratame”,
(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud™  pa ayat (2) ,
melaksanakan tugas mcmbantu‘?i"a{ A 1 prator dalam

e { i

penyusunan rencana, s} i . ipengendalian,
pemantauan dan evaluas Frlfm pe p&\;r;;,ﬁ‘.;iaraa masing-masing
e ” f Z! \‘71:7:;"’_ e

uraian fungsi. - 1 14
J

a1 “\ i ' ‘l il -
(4) Sgbkgﬁfdi}pat&ri “quﬂéajuema [ imaksud pada ayat (2)
- ditetapkan 0}11:]1[ pcjja}b{atl’,_&t}nﬁina kepegawaian atas usulan
é,ﬂxpm‘g?
ngen

[~

—
\ 0\
f= \

! 3 \d 3 T

J

ai nomenklatur dan tugas sub koordinator
oleh Bupati.

L= BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

(I) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin  satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.



(4)

(S)

(©)

(1)

(1)
(2)
3)
(4)

(5)

Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampai pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ——
DALAM JABATAN =
Pasal 14 e

-~

i i

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan bich| Bupati dari

Pegawai Negeri Sipil yang memennhi, | s&rahli _

Sekretaris Daerah scsguaif/'qi;h [ { péf"attix@n j !perjunda'hg_
=l IRV R\~ e

i f ="

[i1 \ | \_ /-~
- %gwggﬂbmﬁ diangkat dan
P ai Negeri Sipil yang
ala Dinas melalui Sekretaris
perundang-undangan.

Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIb atay Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan
Administrator.,

Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan
Administrator.

Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD, merupakan Jabatan
Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

Kepala Sub Bagian UPTD merupakan Jabatan Eselon IV b atay
Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

| atas usul



yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 202] tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sampai dengan

dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati
ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulaij berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2021 tentang Susunan Kedudukan
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Kabupaten Jember Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun
2021 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

|

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Qesemboer 202

Diundangkan di Jember BUPATI JEMBER;
pada tanggal 3 Deember 505
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR ] TAHUN 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA

KERJA KABUPATEN JEMBER

KEPALA DINAS

Bidang
Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL T Sekretariat
] I ...... —
Sub Bagian Sub Bagian KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Umum dan Perencanaan dan
Kepegawaian Pelaporan
%= I
Bidang Bidang

Pembinaan, Pelatihan tenaga
Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja

!

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UPTD

Hubungan Industrial, Syarat Kerja
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI JEMBER,
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